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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu Malayu S.P Hasibuan (2001:9). Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu: Men, Money, Material, Methode, Machines, Market. 

Unsur Man (Manusia) ini berkembang menjadi suatu ilmu manajemen yang disebut dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management. Manjemen yang mengatur unsur manusia ini sering kali disebut dengan manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (personel management).

Persamaan MSDM dengan manajemen personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi, agar mendukung terwujudnya tujuan.

Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah:

1. MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen pesonalia dikaji secara mikro,
2. MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Manajemen personalia mengagap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif.
3. MSDM  pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik.
Apabila dilihat pendapat para ahli , pengertian MSDM adalah:

Menurut Mangkunegara (2002:2) MSDM dapat didefinisikan sebagai “suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.” Sedangkan Edwin B. Fllipo (terjemahan, Bambang Wahyudi, 2002:9), MSDM merupakan “perencanaan, pengorganisasi, pengarahan dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegasian, pemeliharaan dan pemisahan SDM kesuatu titik akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, pengorganisasian dan masyarakat terpenuhi”. Dan menurut Alex Nitisemito (1996:10) mengatakan bahwa MSDM “suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain Planing, Organizing, Controling, sehingga efektif dan efisien personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan”.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni/proses memperoleh, memajukan/mengembangkan serta memelihara tenaga kerja yang kontempoler sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan/organisasi dapat dicapai dengan efisien.
2.1.2 Fungsi Manajemen sumber Daya Manusia

Fungsi MSDM menurut Terry R. George & Rue W. Leskie (Terjemahan G.A.Ticoalu, 2003: 9-10)  yaitu, meliputi:

1. Planing
Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.
2. Organizing
Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Staffing

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan.
5. Controlling
Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
Dengan demikian, pengawasan pekerja masuk kedalam fungsi MSDM pengendalian (Controling) yang mana dengan adanya pengendalian yang terus menerus dan juga membutuhkan ketelitian agar tercapai tujuan perusahaan pada PT. Pos Indonesia cabang Cianjur.
2.2 Pengawasan Pekerja
Pengawasan pekerja merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan dan bukan untuk mencari kesalahan bawahan. Tetapi untuk mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hubungan ini pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, karena pengawasan pekerja mempersoalkan bagaimana caranya untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dilihat dari teorinya pengawasan menurut Terry R. George & Rue W. Leslie (Terjemahan G.A.Ticoalu, 2003: 232) adalah “mengevaluasikan pelaksanaan kerja dan, jika perlu, memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana”. 
“Pengawasan ini juga berupa pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah sesuai dengan teraturan juga dimaksudkan untuk membuat seorang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius”. 
T.Hani Handoko (1999:359) mengemukakan bahwa “pengawasan (supervisor) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”. Sedangkanm menurut Robert J. Mockler (terjemahan, T.Hari 1995:359) definisi pengawasan adalah:

 “Suatu usaha sistematik untuk menerapakan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.
 Sedangkan menurut Maman Ukas (1993:33), yaitu “Suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memacu, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kinerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan  yang diinginkannya”. 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pekerja merupakan suatu proses pemantauan dari apa yang hendak dicapai dari  pekerjaan yang sedang dilakukan atau sudah berjalan. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang sudah atau sedang dilakukan tersebut telah  sesuai dengan standar, dalam arti sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

 Dengan adanya pengawasaan pekerja didalam PT. Pos Indonesia cabang Cianjur berfungsi sebagai pemantau segala kesalahan, penyimpangan serta penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh para karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dengan mengoreksi atau memperbaiki. Hasil dari pengawasan akan berguna juga sebagai umpan balik dalam memberikan masukan pada unsur perencanaan dan pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya untuk masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain pengawasan pekerja dibentuk bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan pekerja tetapi mencoba untuk mengoreksi mana yang salah dan menyimpang sehingga dapat diperbaiki agar tidak menjadi kritis.
2.2.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan 


Maksud dan tujuan dari pengawasan menurut Handayaningrat (1997:193) adalah:

1. Maksud Pengawasan yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian pengelenggaraan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

2. Tujuan Pengawasana adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Maksud diadakannya pengawasan pekerja adalah untuk memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian dalam hal pekerjaannya sehingga menghidari suatu kesalahan yang menjadi kritis dan juga untuk mencapai suatu tujuan perusahaan pada PT. Pos Indonesia cabang Cianjur, sehingga para kayawan akan termotivasi untuk lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaanya sehingga mampu mengurangi kesalahan yang lebih kritis.
2.2.2 Tipe-tipe Pengawasan


Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan (T.Hari Handoko 1999:361), yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (steering Controls)


Pengawasan ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan – penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. 


Pengawasan ini mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

2.
Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan  (concurrent control)


Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan biasa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan .

3.  Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan

Dari ketiga tipe pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen pengawasan pendahuluan dan ‘berhenti-terus’, cukup memadai untuk memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Tetapi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di samping kegunaan dua bentuk pengawasan itu. Pertama, biaya keduanya mahal, kedua banyak kegiatan tidak memungkinkan dirinya dimonitor terus menerus, dan ketiga pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktifitas berkurang. Oleh karena itu, manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling sesuai bagi situasi.

2.2.3 
Prinsip-prinsip Pengawasan 

Adapun mengenai prinsip-prinsip pengawasan Penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut Handayaningrat (1997:149) menemukakan bahwa pengawasan adalah:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan

4. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus

7. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang

Sedangkan menurut Abdulrachman (1995:109) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip menjamin sasaran


Pengawasan pekerja ditunjukkan untuk menjamin tercapainya tujuan yaitu apabila menemukan perubahan-perubahan dari rencana, maka tindakan perbaikan harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari penyimpangan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan yang dibuat dalam pelaksanaan suatu tugas.

2. Prinsip Efisiensi


Pengawasan pekerja harus dapat dilakukan dengan baik oleh manajer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana, dalam hal ini ditunjukkan agar semua sumber daya yang ada baik sumber daya manusia ataupun modal yang dapat dipergunakan sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan rencana. Dengan kata lain pengawasan pekerja ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau ketidaksesuaian daripada penggunaan sumber daya yang ada dengan rencana atau kebutuhan yang harus dipenuhi.

3. Prinsip Penglihatan Ke Muka


Pengawasan pekerja harus bersifat preventif yang berarti proses pengawasan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan baik pada saat sekarang maupun dimasa yang akan datang. Pengawasan pekerja ini dilakukan untuk memperkecil penyimpangan dari rencana serta dapat mencegah penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan.

4. Prinsip Pengawasan Secara Langsung


Pengawasan pekerja dilakukan oleh manajer secara langsung ke tempat pelaksanaan pekerjaan baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investiatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakkan perbaikkan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan

5. Prinsip Standar


Pengawasan pekerja  yang dilakukan harus didasarkan kepada suatu pedoman atau standar serta peraturan dan ketentuan yang ada sebelumnya. Maka dalam pengawasan pekerja perlu adanya alat pengukur untuk menilai pelaksanaan pekerjaan. Standar tersebut  harus objektif, teliti serta tepat. Hal ini dimaksudkan agar dalam menemukan suatu penyimpangan dapat diketahui bagaimana yang seharusnya dipedomani.

6. Prinsip Titik Strategis


Pengawasan pekerja harus dilakukan terutama untuk faktor-faktor dan kegiatan yang paling utama, vital serta strategis yang tidak lain menjadi bagian tujuan dari organisasi itu sendiri. Bagian-bagian yang dikontrol jadi dilakukan pada saat-saat yang strategis saja.

7. Prinsip Teliti Ulang


Cara pengontrolan haruslah diteliti ulang dan diperiksa secara periodik. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebelumnya atau periode yang lalu sehingga untuk periode yang sekarang pengawasan pekerja yang dilakukan ini hasil dari penelitian cara pengawasan periode lalu.
2.2.4 Pentingnya Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko (1999:366), mengatakan bahwa pengawasan pekerja sangat penting yang mana pengawasan itu adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi. 


Dengan adanya berbagai perubahan maka fungsi pengawasan adalah mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh  pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi


Semakin besar suatu organisasi maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati

3. Kesalahan-kesalahan


Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan-kesalahan manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan.Apabila sebaliknya maka sistem pengawasan memungkinkan manajer medeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan manajemen untuk mendelegasikan pemenang.
2.2.5 Syarat-Syarat Pengawasan Yang Efektif 

Di dalam menciptakan kondisi pengawasan pekerja yang betul-betul efektif berjalan sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan syarat-syaat pengawasan itu merupakan sesuatu hal bagi seorang pimpinan organisasi untuk mendapatkan sistem pengawasan yang memadai dan efektif dalam membantu kelancaran perencanaan pekerja, agar sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Menurut Handayaningrat (1997: 151) mengemukakan syarat-syarat pengawasan yang efektif, yang mana:

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.


Semua sistem dan teknik pengawasan pekerja harus menggambarkan atau menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud dari pada pengawasan ini adalah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana. Di samping itu pengawasan harus dikaitkan dengan kedudukan atau jabatan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan ini harus dibedakan sesuai dengan kedudukan orangnya, pengawasan harus sesuai dengan pola organisasi, susunan orang, yang merupakan asas untuk menjelaskan peranan seseorang di dalam oganisasi, dimana mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana dan mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan yang terdapat padanya.

2. Pengawasan harus dikaitkan dengan individu pimpinan dan pribadi


Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Disamping itu sangat penting ialah pengawasan harus dikaitkan dengan individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan cara yang macam-macam, sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, sebagai kepala gudang, kepala proyek dan sebagainya. 

3. Pengawasan harus dapat menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting


Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengkaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas adalah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan dari pada pelaksanaan rencana, yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan. Tapi hal ini tidak cukup hanya menunjukkan pada penyimpangan saja sebab kadang-kadang perbedaan antara hasil pelaksanaan dengan standar agak kurang berarti, dibadingkan dengan faktor-faktor lain yang mempunyai arti yang besar oleh karena itu penyimpangan tersebut harus diteliti di dalam praktek, berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan terhadap hal-hal yang penting atau kritis 

4. Pengawasan harus objektif


Manajemen sebenarnya terdiri dari unsur-unsur subjektif. Akan tetapi seorang pegawai yang melakukan pekerjaan dengan baik, tidak berarti ditentukan oleh hal-hal yang bersifat subjektif, tetapi bersifat objektif adalah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung), yang bersifat kuantitatif misalnya: biaya satuan, ukuran dan volume pekerjaan, lamanya penyelesaian kerja dan sebagainya. Adapun yang bersifat kuantitatif misalnya: progam pendidikan, dan latihan, program penelitian dan pengembangan administrasi Negara, progam peningkatan mutu pengawasan dan sebagainya. 

5. Pengawasan harus luwes


Apabila pengawasan selalu ingin dapat efektif, disamping menghindarkan kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan rencana, maka rencana itu sendiri perlu fleksibel, agar dimungkinkan adanya perubahan rencana terhadap hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Fleksibelitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai kemungkinan situasi. Di dalam praktek pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan pada pelaksanaan rencana yang besifat fleksibel pula.

6. Pengawasan harus hemat


Pengawasan harus dinilai dengan biaya pengawasan relatif hemat. Bila manfaatnya sesuai dengan kepentingan kegiatan, besarnya kegiatan dan pengeluaran biaya pengawasan dibandingkan dengan besarnya resiko bila dikaitkan dengan besarnya hasil pekerjaan, besarnya usaha organisasi dibandingkan dengan biaya pengawasan yang relatif kecil. Hal itu apat disimpulkan bahwa teknik pengawasan dan pendekatan akan dapat efisien dan hal yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan


Sistem pengawasan tidak mempunyai arti apabila tidak akan membawa tindakan perbaikan sistem pengawasan yang relatif adalah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan. Maka kepada siapa Ia harus bertanggung jawab dan siapa yang dapat menjamin tindakkan perbaikan

2.3 Kinerja Karyawan

2.3.1 Pengertian Kinerja
Masalah kinerja karyawan dapat dipandang sebagai suatu aspek pokok yang perlu dikaji lebih mendalam demi kelangsungan hidup perusahaan. Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance/actual performance (prestasi kerja/ prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Pengertian kinerja menurut  T.Hani Handoko (1998:135) kinerja adalah 
“Melalui proses dimana organisasi mengevaluasi dan menilai kerja karyawan”. Sedangkan  Mathis & John H. Jacksion (terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira, 2002:78) kinerja pada dasarnya adalah “apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan”. Menurut Gibson Invancevich & Donnelly (terjemahan, 1997:118), kinerja adalah “tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Berdasarkan pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas hasil kerja individu dan kelompok dalam suatu aktivitas atau periode tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan (kemampuan alami atau kemampuan melalui proses belajar) dan keinginan berprestasi.

2.3.2 Penilaian Kinerja


Dalam suatu perusahaan bagi karyawan yang telah berkembang kalirnya, dan ditempatkan pada tugas atau job-job tertentu, perlu senantiasa diadakan pengawasan pekerja lebih lanjut agar mampu mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan cara penilaian seringkali dilakukan dalam perusahaan, baik secara formal ataupun informal terhadap prestasi karyawan dalam bekerja. 


Menurut Garry Dessler (1997:2) berpendapat bahwa kinerja sebagi posedur yang meliputi;

a. Penetapan standar kinerja

b. Penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar

c. Memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut agar melakukan kinerja yang lebih baik lagi.

Dengan penilaian kinerja dapat diketahui kekurangan atau kelebihan dari karyawan yang dinilai dan hasilnya oleh manajemen, dijadikan suatu tindakan-tindakan (Bambang Wahyudi, 1991:100) antara lain:

1. Untuk mengukur prestasi kerja yakni sejauhmana seorang tenaga kerja berhasil dalam pekerjannya.
2. Mengukur keberhasilan tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan.
3. Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kecakapan tenaga kerja, disamping untuk melakukan pengecekan secara periodic.
4. Untuk menngumpulkan data guna pertimbangan-pertimbangan dalam pogram mutasi personal.
5. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menetapkan pemberian insentif.
2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja


Menurut Mangkunegara prestasi kerja memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kerja yaitu:

1. Faktor Kemampuan



Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan nyata (Knowledge + skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk menjabatnya dan terampil dengan mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man or the right job).

2. Faktor Motivasi 



Motivasi terbentuk dari sikap seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan kondisi pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi sikap mental merupakan kondisi yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal.

 
Sikap mental seorang pegawai harus siap secara psikofisik (sikap secara mental,fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target yang akan dicapai, dan mampu memanfaatkan situasi kerja. 


Menurut teori diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnyan yang sesuai dengan ketentuan perusahaan dan menghindari pekejaan yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan tersebut
2.4  Hubungan Pengawasan Dan Kinerja Karyawan

Menciptakan suatu divisi pengawasan didalam perusahaan akan menciptakan karyawan yang lebih berkualitas dan berkuantitas serta mampu meningkatkan kinerja yang diinginkan oleh perusahaan. Demikian pula yang dilakukan PT. Pos Indonesia Cabang Cianjur telah membentuk divisi pengawasan dengan maksud setiap transaksi pengiriman maupun penjualan benda materai yang ada di PT.Pos Indonesia Cabang Cianjur terkontrol dan menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. 

Akhirnya, manfaat dibentuknya pengawasan pekerja adalah salah satu usaha perusahaan yang mempunyai tujuan agar para karyawan dapat bekerja dengan baik, termotivasi untuk berkreativitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga dengan adanya divisi pengawasan dalam perusahaan ini akan mampu meningkatkan kinerja para karyawannya agar lebih semangat dan memiliki rasa keinginan untuk berprestasi.
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